RENCANA AKSI

KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

No. | Uraian

TAHUN 2026

Indikator

Visi : Pembangunan Gresik Maju yang berkelanjutan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat

1 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

1.1 . Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pendldlkan dltingkat desa

1.1.1  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
1.1.1.1  KOORDINAS!I KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN

. MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA
DI WILAYAH KERKA KECAMATAN

1.1.4.4.1

a. Monitoring pendanaan pendidikan Pos PAUD dan Karang Taruna di
" perdesaan

b. Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes
2 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

2.1 Meningkatnya Keselarasan Pembangunan Pricritas Kesehatan di Tingkat
Desa/ Keluaran

2.1.1 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

2.1.1.1 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

Harapan Lama Sekolah
Rasio Pendanaan Pendidikan di Perdesaan

Persentase Desa yang melaksanakan Program Prioritas Bidang
Pendidikan

Presentase Lembaga Kemasyakatan yang dibina

Jumlah Desa yang melaksanakan pembinaan pelatihan PKK

i (Pos PAUD), Karang Taruna

Jumizh kegiatan pembinaan Pos PAUD

Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes

Usia harapan hidup

Rasio Pendanaan Kesehatan di Perdesaan

Persentase Desa yang melaksanakan Program Pricritas Bidang
Kesehatan

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina
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2.1.1.1.1 . SINKRONISASI PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA
. DI WILAYAH KERKA KECAMATAN
a. Rapat Koordinasi UKS
" b, Monitoring pendanaan kesehatan di perdesaan
3 Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

1 ° Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat
desa/kelurahan

3.1.1 ' PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

3.1.1.1 KOORDINAS| KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
3.1.1.1.1  SINKRONISAS| PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
'  MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA
" DI WILAYAH KERKA KECAMATAN
a. Monitonng pendanaan perllndungan anak di perdesaan

4  Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

4.1 Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas pemberdayaan
perempuan di tmgkat desa/kelurahan

41.1  PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

41.1.1 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA
41.1.1.1 SINKRONISAS! PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT YANG DILAKUKAN OLEH PEMERINTAH DAN SWASTA
DI WILAYAH KERKA KECAMATAN

a. Monitoring pendanaan permberdayaan perempuan di perdesaan

Indikator

Jumlah Desa yang melaksanakan Pembinaan__UKS dan

. Posyandu

Jumiah kegiatan Rapat Koordinasi UKS

- Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes

Indeks Perlindungan Anak

Rasio Pendanaan Perlindungan Anak di Perdesaan
Persentase Desa yang melaksanakan prograrﬁ prioritas Bidang
Pertmdungan Anak di Pedesaan

Persentase Lembaga Kemasyarékatan yang dibina

Jl;mlah Desa yang Melaksanakan Pembinaan atau Sosiatisésn |

Pencegahan Pemikahan Pada Anak Usia Dini, Kampanye Stop
Kekerasan Pada Anak, Posyandu Anak dan Remaja

: Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes
i Indeks Pemberdayaan Gender

- Rasio pendanaan pemberdayaan perempuan di kawasan

perdesaan

Persentase Desa yang melaksanakan Program Prioritas Bidang

pemberdayaan perempuan di kawasan perdesaan

Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang dibina

‘ Jumlah Desa yang melaksanakan pembmaan PKK Desa

" Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes
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: b. Pembinaan/Pelatihan PKK Desa oleh TP PKK Kecamatan

5. Terwu;udnya Penye!enggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas
5.1 Menlngkatnya keselarasan pembangunan pnontas infrasruktur desa

511 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

5.1.1.1 KOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN DESA

5.1.1.1.1 = PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM
- MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA

" a. Melaksanakan Musrenbang Kecamatan

b Momtonng pendanaan infrastruktur di perdesaan
6 Terwuludnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas

6.1  Meningkatnya keselarasan pembangunan pnoritas penanggulangan bencana
ditingkat desa

6.1.1 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.1.1.1 KOORDINASI UPAYA PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN
" KETERTIBAN UMUM

6.1.1.1.1 - SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
’ TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANS! VERTIKAL DI
WILAYAH KECAMATAN

a. Rapat Kocrdinasi Sinergitas dengan Kepohsran Negara Repubﬁk
Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instransi Verfitakl di wilayah
. Kecamatan

Indikator

Jumiah kegiatan pembinaan/pelatthan PKK Desa oleh TP PKK

Kecamatan

Rasio Government Expenditure

Rasio belanja infrasruktur desa

Persentase Desa yang melaksanakan Program Prioritas b:dang
infrastruktur Desa

Jumlah koordinasi pemberdayaan desa

Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam
forum Musrenbangdes

. Jumlah lembaga kemasyarakatan yang mengikuti Musrenbang

Kecamatan

: Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes

- Indeks Risiko Bencana

Rasio pembiayaan penanggulangan bencana di desa

Persentase desa yang melaksanakan Program Prioritas Bidang

penanggulangan bencana

Jumlah pe|aksanaan koordinasi Penyelenggaraan Trantibum

Jumilah laporan kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wnlayah Kecamatan Duduksampeyan

i Jumlah Iaporan keglatan smergxtas dengan Kepohsian Negara

Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instransi

- Verfitakal di wilayah Kecamatan Duduksampeyan
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b. Monitoring pendanaan penanggulangan bencana di perdesaan Laporan hasil evaluasi dan monev APBDes - - . 1

7  Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas Indeks Pelayanan Publik

7.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

7.1.1 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Nilai IKM
PUBLIK

7.1.1.1 PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TIDAK Nilai IKM
DILAKSANAKAN OLEH UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG ADA
DI KECAMATAN
7.1.1.1.1  FASILITAS| PERCEPATAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan
MINIMAL DI WILAYAH KECAMATAN
a. Melaksanakan Kepuasan Masyarakat secara berkala, dengan Laporan hasil IKM SUKMAe JATIM 93.78 93.78 93.78 93.78
metodologi yang transparan dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan
sebagai dasar pengambilan kebijakan perbaikan layanan melaui aplikasi
SUKMAe JATIM
Gresik, 2026

- . CAMAT DUDUKSAMPEYAN

ingkat |
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